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ABSTRAK

Universitas Andalas Padang merupakan bagian dari pemerintah vang
menggunakan penyedia jasa konstruksi dalam pembangunan infrastrukiurnya,
salah satunya adalah pembangunan gedung, vang mana dalam pelaksanaannva
dilakukan pemilihan terhadap penyedia jasa konstruksi tersebut dan proses
pemilihan penyedia jasa tersebut tentunya harus mengacu pada peraturan yang
mengaturnya karena dana pembangunannya adalah dana negara. Permasalahan
penclitian terdiri dari: Bagaimana tinjavan yuridis tentang pemilihan penvedia jasa
konstruksi oleh Universitas Andalas dalam Lanjutan Pembangunan Gedung
Fakultas Kedokteran?. bagaimana akibat hukum yang Timbul apabila pemilihan
penyedia jasa kontruksi tidak sesuai dengan ketentuan?, apa kendala-kendala yang
ditemukan dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi oleh Universitas Andalas?.
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan
secara yuridis sosiologis kemudian dianalisa secara kualitatif’ dan dipaparkan
secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian: Proses Pemilihan Penvedia Jasa
Konstruksi telah dilakukan dan secara yuridis tidak menyalahi ketentuan yaitu
mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan pemilihan. Dalam tahap
perencanaan telah dilakukan berbagai upaya seperti identifikasi kebutuhan
pengadaan jasa, hingga penyiapan segala berkas administrasi dan dokumen untuk
pengadaan. Tahap pelaksanaan yaitu tahap pengumuman lelang, pendaftaran dan
pengambilan dokumen pelelangan umum, penjelasan (aanwijzing), pemasukan
dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran. evaluasi penawaran.
pembuktian kualifikasi, penetapan dan pengumuman pemenang, masa sanggah,
penunjukan  penyedia jasa. jaminan pelaksanaan. hingga penandatanganan
kontrak, Akibat Hukum yang timbul apabila pemilihan penyedia jasa kontruksi
tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 merupakan
pentuk pelanggaran terhadap undang-undang, maka dengan sendirinya perjanjian
pengadaan barangfasa yang dibuat para pihak adalah tidak memenuhi syarat
obyektil, maka sebagai konsekuensi hukumnya menurut KUHPerdata adalah batal
demi hukum (Nietigheid/Nietig Van Rechts Wege). dan atau dapat dimintakan
pembatalan perjanjian olch terutama para calon penyedia barang/jasa lainnya vang
menjadi peserta atau salah satu pihak pada saat dilaksanakannya tender. Kendala-
kendala yang ditemukan dalam pemilihan penyedia jasa adalah: Kendala yang
persumber dari kinerja panitia. kendala sistem. karena begitu banyaknya tender
terkadang menyebabkan jadual yang seharusnya dilaksanakan terpaksa harus
diundur, Kantor yang agak sempil, para calon penyedia jasa tidak atau belum
memahami ketentuan, panitia pengadaan belum seluruhnva memiliki sertifikat
zhli. terkadang ada kendala komunikasi,




BAB1

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah
Seiring dengan perkembangan zaman ke arah vang lebih maju, maka setiap
samssa  berupava untuk  memajukan  perekonomiannya. Suatu  bukti  dan
seumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dan pesatnya pembangunan yang
== Ji pegara tersebut, karena hal itu sccara tidak langsung telah menunjukkan
seewz nepara telah dapat mencapai salah satu tujuan negara. Sebagaimana
gemcdapat Prof. James Wilford Gamer.! bahwa negara mempunyai tiga tujuan
o=
1. Tujuan negara vang asli (utama, langsung), yaitu memelihara perdamaian,
ketertiban, keamanan, dan keadilan.
2 Tujuan negara yang sckunder, ialah kesejahteraan warga negara: negara
harus memelihara kepentingan bersama dan membantu kemajuan nasional.
Jadi tujuan ini mengutamakan kepentingan kolektif dan selurub individu.
= Tujuan negara dalam bidang peradaban (mission of civillization), tujuan ini
merupakan tujuan yang terakhir dan yang termulia dari negara. Tujuan ini
bermaksud mamajukan peradaban dan kemajuan Negara.
U pava pembangunan di suatu negara maka negara tersebut dapat dikatakan
memcupavakan tercapainya tujuan negara yang ketiga, karena apabila negara telah
memcanal tujuannya dalam bidang peradaban tersebut. maka dapat disimpulkan

Swvwz negara telah sukses mencapai tujuan negara yang asli maupun yang

secer

Semafe Jmu Negara, Armico, Bandung, 1986, hal. 220,




Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga tengah berusaha untuk
mencapal kemajuan di berbagai bidang. hal ini dilakukan sebagaimana amanat
¥=ng termual dalam alinea keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar
“czara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menvatakan bahwa negara
serkewajiban untuk melindungi sepenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
—=r=h Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. mencerdaskan
“==dupan bangsa. dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
s==erdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum di Indonesia, maka berbagai usaha
“svskan oleh pemerintah melalui program dan kebijakan-kebijakan yvang
S kinyva Salah satu aspek yang penting untuk tercapainya kesejahteraan umum
#een pembangunan nasional. Karena pembangunan nasional bertujuan untuk
Tewswdkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual
Sestesesian Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Eaime 1945

Fembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia. dan
W=t Indonesia  yang  dilakukan  secara  berkelanjutan  berdasarkan
 W=mmmowen nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan
Swios serta memperhatikan perkembangan global. Dalam pelaksanaannva
7aca kepribadian bangsa vang berdaulat, mandiri. berkeadilan. sejahtera,

S kuh kekuatan moral dan etikanya.

“mczng-Undang No. |8 Tahun 1999, Tentang Jasa Konsiruksi,




BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat distmpulkan bahwa secara umum

keseluruhan tahapan dalam proses Proses Pemilihan Peyedia Jasa Konstruksi oleh

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Universitas Andalas telah dilakukan dengan baik.

Meskipun dari hasil penelitian juga masih ditemukan berbagai kendala dalam

proses pemilihan penyedia jasa konstruksi ini. namun hal tersebut tidak terlalu

mempengaruhi  kinerja panitia itu sendiri. Secara lebih terperinei kesimpulan

tersebut diuraikan sebagai berikut :

Pemilihan  Penvedia Jasa Konstruksi dalam  pekerjaan  Lanjutan
Pembangunan Gedung Dekanat Fakultas Kedokteran Sayap Kiri Universitas
Andalas telah dilakukan mulai dari pengumuman lelang, pendaftaran dan
pengambilan  dokumen pelelangan  umum. penjelasan  (aanwijzing),
pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi
penawaran, pembuktian kualifikasi, penetapan dan pengumuman pemenang,
masa sanggah, penunjukan penyedia jasa, jaminan pelaksanaan, hingga
penandatanganan kontrak Nomaor 45/ PLK/ KONTRAK/ Pemb/BM/ Unand/
2010.

Akibat Hukum yang timbul apabila pemilihan penvedia jasa kontruksi tidak

sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun adalah jelas merupakan
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